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BAB III 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasar atas hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan 

dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Peran Pengawasan pemerintah Kab Gunungkidul dalam 

mengatasi permasalahan pertambangan Batu Gamping Ilegal 

yang sampai saat ini terjadi menimbulkan beberapa 

permasalahan baik dari sisi Ekonomi, Kesehatan, dan kerusakan 

lingkungan. Proses pengawasan beberapa ada yang efektif 

terkait dengan pemangku wilayah, serta banyak konflik internal 

dari pemangku wilayahnya, karena kemungkinan ada backingan 

pertambangan dari beberapa aparat dan petinggi daerah 

Kabupaten Gunungkidul. 

2. Dalam penerapan regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul selalu mengalami kendala yang 

dialami, baik dari segi penegak hukum maupun dari segi tata 

kelolah pemerintah, bedasarkan hasil wawancara yang 

didapatkan bahwasanya kendala yang terjadi dalam lingkungan 

masyarakat yakni: Kesadaran Rendah Pelaku Penambang Batu 

Gamping Ilegal. Kesadaran rendah dari pelaku penambangan 

illegal Batu Gamping di Kab Kabupaten Gunungkidul menjadi 

salah satu kendala permasalahan urgent yang harus secepatnya 
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ditanggani dan diselesaikan, agar tidak menimbulkan gerakan 

kucing-kucingan antara pemda, apparat penegak hukum, dan 

pelaku penambang Batu Gamping Ilegal di Kab Kabupaten 

Gunungkidul.  

B. Saran  

Berdasar atas kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan 

peneliti ialah sebagai berikut:  

1. Pemerintah kabupaten Gunungkidul seharusnya lebih 

memfokuskan perhatian terhadap permasalah pertambangan 

batu gamping illegal dan membentuk tim-tim kecil yang mana 

tim ini fokus mengawasi aktifitas pertambangan illegal di 

Kabupaten Gunungkidul.  

2. Mempertegas tata kelolah melaksanakan Kab Kabupaten 

Gunungkidul demi membangun kerja sama dan pengawasan 

dari setiap dinas baik DLHK serta Dinas Pertambangan dan 

Energi dalam melaksanakan pembacaan terhadap dampak 

negative pertambangan batu gamping illegal bagi Kesehatan 

masyarakat. 
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(Gambar 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Gambar 2.2) 

 

 

 

 


